BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI iSALIN A*N}

NOMOR 10& TAHUN 2022 - TR

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA UNIT KERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 482 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2018 Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
278);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH PADA UNIT KERJA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH.

BAB I...




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Boyolali.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan
belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah
atau unit kerja pada Perangkat Daerah atau unit
pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Daerah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menertibkan
pengelolaan Barang Milik Daerah pada Unit Kerja Badan
Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan
penjelasan terkait dengan pentingnya pengelolaan Barang
Milik Daerah pada Unit Kerja Badan Layanan Umum
Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pengaturan
mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah pada BLUD.
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BAB II

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 5

Barang Milik Daerah pada BLUD yang merupakan
inventaris BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan
kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis
dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.

Barang inventaris BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk
diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai aset tetap.

Hasil penjualan barang inventaris BLUD sebagai akibat
dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pendapatan BLUD.

Hasil penjualan barang inventaris BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam laporan
keuangan BLUD.

Pasal 6

BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus
aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.

Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis
barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan
dalam laporan keuangan BLUD.

Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pimpinan
Perangkat Daerah.

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait
langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus
mendapat persetujuan Bupati.

Tanah dan bangunan disertifikatkan atas nama
Pemerintah Daerah.

Tanah dari bangunan yang tidak digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat
dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan
Bupati.

BAB III...



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal % Oerember 9029

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 5 Oesember 9022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR ‘08

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRl SU TININGSIH
PemBina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009




